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Republik Indonesia Nomor 4188);

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan

Pandemi Corona Virue Disease 2019 (Covid-19) dan

Dampaknya, maka dipandang perlu dilakukan

perubahan atas Peraturan WaH Kota Bima Nomor 84

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan atas Peraturan WaH Kota

Bima Nomor 84 Tahun 2020 ten tang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat

tentang17/PMK.07 /2021NomorKeuangan

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan MenteriMenimbang

WALl KOTA BIMA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANWALlKOTABIMA

NOMOR 84 TAHUN2020 TENTANGPENJABARANANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2021

TENTANG

PERATURANWALlKOTABIMA

NOMOR 13 TAHUN 2021

WALlKOTABIMA

PROVINSI NUSATENGGARABARAT



Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang

Pembentukan Peratu ran Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia



13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

ten tang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas

R)V



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1871);

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 ten tang Pokok

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima

(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok



dengan rincian sebagai berikut:

APBDTahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.764.747.135.434,00 berkurang

sebesar Rp.14.528.288.166,00 sehingga menjadi Rp.750.218.847.268,00

Pasal 2

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.

5. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam

Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 1

PERATURANWALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURANWALl KOTABIMA NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN

BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran

Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun

2020 Nomor 233);

26. Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bima Tahun

2020 Nomor 631);



Pelaksanaan perubahan Penjabaran APBDyang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran

satuan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut perubahan Penjabaran APBDsebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 13.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp.

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 16.000.000.000,00

16.000.000.000,00

0,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp.

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.

Rp. 750.218.847.268,00Jumlah belanja daerah setelah Perubahan

2. Belanja daerah

a. Semula Rp. 764.747.135.434,00

b. BertambahJ(berkurang) (Rp. 14.528.288.166,00)

Rp. 736.718.847.268,00Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 751.247.135.434,00

b. BertambahJ (berkurang) (Rp. 14.528.288.166,00)
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BERITADAERAHKOTABIMATAHUN2021 NOMOR .~~?

MUKHTAR

JVSEKRETARIS DAERAHKOTABIMA,

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 15 Martt 2021

~UHAMMAD LUTFI

(ALI KOTASIMA,d
VjJ

pada tanggal ls- Mare~ 2021

Ditetapkan di Kota Bima

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5
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